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ABSTRAK 

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA BERBASIS KINERJA 

(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro) 
 

 

Oleh: 

DIMAS PRATAMA 

NPM. 1903031017 

 

 

Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kota Metro yang bergerak pada 

bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Metro. Walaupun 

terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

masih juga ditemui sisa anggaran yang masih belum bisa dimanfaatkan 

sepenuhnya yang mengakibatkan menurunnya performa kinerja yang mana akan 

jadi bahan evaluasi di tahun berikutnya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada DPMPTSP Kota Metro. Metode 

penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan 

dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan juga 

dokumentasi. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum anggaran pendapatan 

dan belanja yang terealisasi pada DPMPTSP Kota Metro sudah diterapkan secara 

efektif namun belum efisien. Dan untuk anggaran berbasis kinerja berdasarkan 

capaian indikator kinerja utama sudah efektif namun masih belum efisien dan 

belum dimaksimalkan. 

 

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja. 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

MOTTO 

ا ها ُ نافۡسًا إِّلَه وسُۡعا ِّفُ ٱللَّه ل   لَا يكُا
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah ayat 286). 

 

 

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju “ 

“ Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. 

Sekiranya merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir  

mimpi-mimpi lain bisa diciptakan ” 
 

(Windah Basudara) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu Negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui 

pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari 

pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan 

ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam 

menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan 

mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap 

periode. 

Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran 

belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut 

dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki 

oleh suatu daerah. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan 

dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD 



2 

 

 
 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun anggaran APBD meliputi masa 

satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
1
 

Pemerintah adalah badan yang mengendalikan kepentingan nasional dan 

negara untuk mencapai tujuan, menawarkan layanan publik, dan memajukan 

kesejahteraan warganya. Institusi pemerintah biasanya dibentuk untuk 

melaksanakan tugas pelayanan publik dan untuk menegakkan hukum yang 

ditetapkan. Namun, pemerintah juga harus mampu menawarkan layanan untuk 

meningkatkan orientasi kebijakan, pelaksanaan program, dan pembuatan 

anggaran kegiatan. 

Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari kata “budget” dalam 

bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa 

Perancis, “bougette” yang berarti a small bag atau tas kecil. Kata “budget” 

tersebut pertama kali digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan 

pemerintah pada tahun 1733, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris 

membawa satu tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan 

disampaikan kepada parlemen, kemudian mengatakan let’s open the budget 

atau mari kita buka budget.
2
  Anggaran merupakan  suatu proses yang 

dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Rencana 

keuangan yang bersifat kuantitatif yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan 

yaitu anggaran, yang sifatnya bernilai uang dan jenis-jenis kebutuhan yang 

                                                           
1
 Andre P. Tulangow dan Treesje Runtu, “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa” (Jurnal EMBA: 2016) 564. 
2
 Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, Akuntansi Pemerintahan, (Jakarta Barat: Akademia, 

2009), 122. 
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dinilai oleh uang. Anggaran selalu dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. 

Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntansi mencatat transaksi pelaksanaan 

anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan pastinya harus ada perencanaan yang 

matang agar tercapai tujuan dari kegiatan tersebut. Salah satu komponen atau 

cara dalam melaksanakan suatu program ataupun suatu kegiatan yaitu dengan 

adanya anggaran. Dengan adanya anggaran dalam manajemen suatu kegiatan 

maka kita dapat menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi untuk 

membandingkan anggaran dengan hasil aktual, sehingga dapat mencapai 

seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai penilaian kinerja 

dengan tujuan untuk memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. 

Gambaran terkait penganggaran maupun pendanaan selama satu tahun terakhir 

dapat diketahui dengan adanya anggaran dan realisasinya. Pengelolaan 

keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai 

dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran berperan penting 

sebagai sarana pemantapan, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan 

organisasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. 

Di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja telah digunakan untuk 

menggantikan penganggaran tradisional, menjadikannya salah satu fungsi 

penganggaran sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja terutama didorong 

oleh sejumlah masalah mendasar dengan sistem pendekatan tradisional, 

sehingga tidak ada perhatian yang ekonomis dan efisien untuk pertimbangan 

saat membuat anggaran. Indikator dimasukkan dalam kertas perencanaan dan 

penganggaran untuk penyusunan anggaran pemerintah sebagai bagian dari 
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implementasi penganggaran berbasis kinerja sehingga pengembangan 

indikator kinerja dapat menekankan hasil. Sistem Penganggaran Line System 

Budgeting telah digantikan oleh sistem penganggaran berbasis kinerja 

(Performance Based Budgeting), yang saat ini berkembang pesat dan 

digunakan secara luas oleh negara-negara industri di seluruh dunia. Tuntunan 

pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata 

membawa konsekuensi yang harus disiapkan dengan beberapa faktor 

keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 

2. Penyempurnaan sistem administrasi secara terus menerus. 

3. Sumber daya yang cukup. 

4. Penghargaan (reward) yang jelas dan Sanksi (punishment) yang tegas 

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
3
 

Pemerintah memiliki peluang untuk menerapkan sistem anggaran 

berbasis kinerja, tetapi itu juga dapat menjadi tantangan. Hal itu dikarenakan 

dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berarti pemerintah daerah 

dapat menyusun arah, kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan kondisi lingkungan daerah tersebut. Konsep anggaran berbasis 

kinerja telah diterapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro. Kegiatan perencanaan serta 

penganggaran harus melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan 

                                                           
3
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pedoman Penyusunan 

Anggaran Berbasis Kinerja. 2005. 
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Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, 

klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan 

target kinerja sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan. 

Kondisi sekarang ini masih ada satuan kerja yang menyusun aturan 

anggaran lebih memberikan perhatian kepada Input (Input based). Begitu pula 

halnya pada saat pelaksanaan anggaran masih terdapat satker yang berpikir 

bagaimana menghabiskan anggaran yang tersedia lebih menjadi tujuan 

daripada pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen 

anggaran. Segala upaya dilakukan untuk menghabiskan dana yang tersedia 

dalam anggaran & dana yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), terutama pada akhir tahun anggaran, masih merupakan fenomena yang 

sering ditemukan hampir pada semua instansi pemerintah yang ada di 

Indonesia. 

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang 

menjadi sorotan bagi masyarakat. Contohnya pidato presiden setiap bulan 

Agustus tentang nota keuangan dan rancangan APBN selalu menjadi indikator 

perekonomian untuk tahun berikutnya. Sehingga APBN menjadi alat politik 

yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak oposisi. Sehingga 

dilakukannya indikator ini sebagai gambaran untuk memperhitungkan 

indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan 

target indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1  

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Metro 

No. Indikator 

Kondisi 

Kinerja 

pada awal 

periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPJMD 

Tahun 0 Tahun 

1 

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Realisasi 

Nilai 

Investasi 

Rp 115 

Miliar 

Rp 120 

Miliar 

Rp 130 

Miliar 

Rp 130 

Miliar 

Rp 135 

Miliar 

Rp 140 

Miliar 

Rp 145 

Miliar 

2 

Rasio daya 

serap 

tenaga 

kerja 

- 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

3 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

88,66 88,86 89,06 89,26 89,46 89,66 89,86 

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro Tahun 2021-2026. 

Tabel 1.1 menunjukkan Indikator Kinerja Utama dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro selama lima tahun ke 

depan. Indikatornya meliputi Realisasi Nilai Investasi yang mana pada tahun 

kesatu mempunyai target capaian senilai Rp 120.000.000.000, tahun kedua 

dan ketiga mempunyai target capaian senilai Rp 130.000.000.000, tahun 

keempat mempunyai target capaian senilai Rp 135.000.000.000 dan tahun 

kelima mempunyai target capaian senilai Rp 140.000.000.000. 

Lalu pada indikator kedua yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 

DPMPTSP Kota Metro mempunyai target capaian selama lima tahun sebesar 

50%. Dan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun kesatu 

memiliki target capaian sebesar 88,86, tahun kedua memiliki target capaian 

sebesar 89,06, tahun ketiga memiliki target capaian sebesar 89,26, tahun 

keempat memiliki target capaian sebesar 89,46 dan pada tahun kelima 
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memiliki target sebesar 89,66. Yang mana tujuan dari adanya suatu indikator 

kinerja utama dalam suatu OPD yaitu sebagai alat ukur spesifik secara 

kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, 

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 

atau kegiatan. 

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan 

kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Namun, 

kondisi ini belum menyentuh masalah penggunaan indikator kinerja pada 

dokumen anggaran. Sehingga dalam pengelolaan keuangan pada instansi 

DPMPTSP Kota Metro yakni sering terjadi sisa anggaran dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya bahwa pemerintah wilayah telah memutuskan prediksi yakni 

pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh anggaran belanja. Dalam 

laporan anggaran bisa saja surplus, yakni pendapatan yang terealisasi lebih 

besar daripada target kinerja ataupun target kinerja lebih besar daripada yang 

terealisasi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam 

perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan 

anggaran. Berikut ini disajikan tabel laporan realisasi anggaran pada 

DPMPTSP Kota Metro.  
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Tabel 1.2  

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPMPTSP Kota Metro 

No. Tahun Pagu Realisasi Lebih/(kurang) Persentase 

1. 2018 Rp.  5.450.434.655 Rp.  4.943.217.345 Rp.     (507.217.310) 90% 

2. 2019 Rp.  6.700.427.655 Rp.  5.486.514.239 Rp.  (1.213.913.416) 81% 

3. 2020 Rp.  5.869.792.556 Rp.  4.893.207.479 Rp.     (976.585.077) 83% 

4. 2021 Rp.  5.623.653.656 Rp.  5.129.146.836 Rp.     (494.506.820) 91% 

5. 2022 Rp.  5.990.456.913 Rp.  5.743.265.740 Rp.     (247.191.173) 95% 

Sumber: Data Diolah (2023) 

Dari hasil wawancara dengan  Bapak Kusno selaku Fungsional 

Perencanaan & Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro, beliau mengatakan: 

“Tabel diatas sudah terlihat masih terdapat sisa anggaran yang belum 

dimanfaatkan dikarenakan dari sistem perencanaan yang memang belum 

efektif dan efisien. Maka dari itu terjadinya surplus karena memang 

penganggaran itu review atau melihat riwayat kegiatan tahun sebelumnya 

sebagai dasar pijakan menyusun laporan keuangan untuk perencanaan 

kegiatan di tahun yang akan datang. Sebagai contoh SPPD (Surat Perintah 

Perjalanan Dinas) yang kaitannya dengan dinas luar itu dianggarkan dahulu 

nilainya, namun realisasinya tidak bisa diprediksi sehingga bisa menyebabkan 

surplus, dan seandainya terjadi kekurangan anggaran pasti akan diperbaiki 

dalam anggaran perubahan di akhir tahun. Terjadinya penurunan pada tahun 

2019 & 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga hanya 

setengah dari banyaknya kegiatan yang seharusnya dijalankan, sedangkan 

adanya peningkatan pada tahun 2021 & 2022 dikarenakan pandemi covid-19 

sudah berkurang sehingga dana anggaran bisa dialihkan kembali untuk 
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berbagai kegiatan. Adapun dampak dari tidak terserapnya anggaran secara 

signifikan yaitu menurunnya performa dari berbagai aspek yang ada di 

DPMPTSP Kota Metro, jadi bisa di simpulkan realisasi anggaran pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini belum cukup 

memuaskan”.
4
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang 

perubahan atas peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro. Tugas pokok 

DPMPTSP Kota Metro yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 

bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi 

penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan 

transparansi. Beberapa jenis kegiatan yang terdapat pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Sistem Layanan Turun Ke 

Kelurahan Menjemput Izin (Silaturahmi), Layanan Khusus Tenaga Kesehatan, 

Disabilitas dan Kelompok Rentan (NASI KETAN), Kegiatan Bimbingan 

Teknis dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Program Promosi 

Penanaman Modal dan lain-lain. 

Sebagai Instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi 

masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Metro harus dapat mengatur pengelolaan tersebut guna 

memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dalam 

                                                           
4
 Hasil wawancara pra survey dengan Bapak Kusno selaku Fungsional Perencanaan & 

Keuangan DPMPTSP Kota Metro. 
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merealisasikan laporan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro merupakan salah satu unsur 

pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan segala usaha dan 

kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan, serta 

berdasarkan visi DPMPTSP Kota Metro yang bertujuan untuk mewujudkan 

kemudahan berinvestasi dan pelayanan yang prima bagi masyarakat, sehingga 

peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana “Analisis Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan 

memberikan informasi mengenai realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 

E. Penelitian Relevan 

Adapun beberapa peneliti terdahulu dengan penelitian yang hampir sama 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya yaitu: 

1. Ova Danila & Syukury Abdullah (2018) yang meneliti mengenai Analisis 

Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 

(SKPK) di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Pemerintah Kabupaten Bener 

Meriah dalam menyusun APBK, belum sepenuhnya berdasarkan 

penganggaran berbasis kinerja, hal ini tampak pada pengisian pengukuran 

indikator kinerja pada RKA-SKPK dan DPA-SKPkD belum 

menggambarkan kaitan yang erat dengan proses pengelolaan pencapaian. 

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan 

studi literature dan membandingkannya dengan kondisi pada objek 
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penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, 

sistem teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan 

penghargaan (reward) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran 

berbasis kinerja pada SKPK di Kabupaten Bener Meriah Aceh.
5
 

2. I Putu Dharmanu Yudartha (2019) dengan judul Analisis Perencanaan dan 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 

Kabupaten Bangli Kecamatan Kintamani. Sejumlah desa dan program 

desa terkena imbas dari keterlambatan dalam menyetor APBDes. Banyak 

dari para aparat desa yang belum memahami atau mengetahui secara 

teknis cara dalam menyusun APBDes tersebut. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur 

Kabupaten Bangli belum mencerminkan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang berbasis kinerja.
6
 

3. Yetti Afrida Indra (2019) yang meneliti mengenai Analisis Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD 

Provinsi Bengkulu. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi 

yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran 

                                                           
5
 Ova Danila, Ridwan Ibrahim, dan Syukry Abdullah, “Analisis Determinan Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Satuan Kerja 

Perangkat Kabupeten (SKPK) Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh” (Jurnal Perspektif Ekonomi 

Darussalam: 2018), 82–94. 
6
 I Ketut Winaya & I Putu Dharmanu Yudartha, “Desa Membangun : Analisis Perencanaan 

Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di 

Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli )” (JPPUMA: Jurnal 

Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2018), 1–8. 
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dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang 

dianggarkan. Penelitian ini menggunakan metode enam variabel bebas 

(independen) dan satu variabel (dependen). Operasionalisasi variabel 

dilakukan dengan melalui instrumentasi yang berbentuk kuesioner. Hasil 

penelitian menunjukkan seberapa besar presentase variasi dalam variabel 

yang diperlukan.
7
 

4. Murni Dahlena & Junita Putri Rajana (2020) dengan judul Analisis 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran 

dan laporan realisasi anggaran di Provinsi Sumatera Utara. APBD 

menunjukkan kemampuan potensial suatu daerah dalam mengelola sumber 

daya daerahnya untuk dijadikan sumber pendapatan dalam rangka 

pembangunan serta kesejahteraan daerah. Metode yang digunakan adalah 

teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara 

sudah baik dan mandiri ditandai dengan besarnya komponen pendapatan 

asli daerah.
8
 

5. Fitriani & Amin Arsyad (2021) meneliti terkait Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Terdapat 

sejumlah faktor  yang berkorelasi atau berpengaruh terhadap pencapaian 

                                                           
7
 Yetti Afrida Indra, “Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Berbasis Kinerja di SKPD Provinsi Bengkulu” (BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan 

Syariah, 2018), 65–101. 
8
 Murni Dahlena dan Juwita Putri Rajana, "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara” (COSTING: Journal of Economic, Business 

and Accounting, 2020), 456–464. 



14 

 

 
 

indikator kinerja anggaran program/kegiatan sesuai dengan serapan 

anggaran yang telah dirincikan. Setiap realisasi anggaran pada kegiatan 

akan memberikan nilai kinerja pada suatu program yang telah 

direncanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif yang 

dikombinasikan dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja khususnya 

pada sektor pendidikan dasar wajib Sembilan tahun di Dinas Pendidikan 

dan Pengajaran Kabupaten Mappi pada dasarnya sudah cukup baik namun 

masih harus dilakukan pembenahan-pembenahan.
9
 

                                                           
9
 Rumlus, Fitriani and Arsyad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 

Anggaran Berbasis Kinerja."(Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, 2021), 141-154. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Anggaran 

1. Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang disusun secara 

metodis untuk dijalankan oleh manajemen selama periode waktu tertentu. 

Sebuah bisnis menggunakan anggaran sebagai alat untuk pengambilan 

keputusan.
1
 

Anggaran juga mencakup prediksi pendapatan dan pengeluaran 

untuk jangka waktu tertentu. Anggaran menguraikan daftar belanja, tetapi 

dibatasi oleh pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari 

pemborosan.
2
 Anggaran adalah rencana menyeluruh yang secara eksplisit 

diartikulasikan dalam istilah kuantitatif, biasanya dalam bentuk uang 

(perencanaan keuangan), untuk menunjukkan bagaimana sumber daya 

diperoleh dan digunakan dalam suatu organisasi. Anggaran perlu 

direncanakan dengan baik, dapat dipahami, menyeluruh dan tepat. Proses 

penganggaran harus dilakukan secara jujur, transparan dan dilaporkan 

dengan cara yang sesuai dengan prosedur operasional dan pengendalian 

organisasi.
3
 

                                                           
1
 Luh Gede Krisna Dewi “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis KInerja 

(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali)”, 8. 
2
 Ani Sri Rahayu, “Pengantar Kebijakan Fiskal.” (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 172. 

3
 Sony Yuwono, et. al., “Penganggaran Sektor Publik.” (Malang:Bayumedia Publishing, 

2005), h.27. 
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Anggaran adalah estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
4
 Anggaran juga dapat dikatakan 

sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 

waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam ruang lingkup akuntansi, 

anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen.
5
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil makna bahwasanya 

suatu anggaran haruslah transparasi. Prinsip transparasi anggaran di dalam 

Al-Qur’an dijelaskan dalam surat Asy-Syuraa (42):38, sebagai berikut: 

هُٰمۡ  زاقۡنا ا را مِّمه ىٰ بايۡناهُمۡ وا مۡرهُُمۡ شُورا
ا
أ لاوٰةا وا ْ ٱلصه قاامُوا

ا
أ ِّهِّمۡ وا ب  ِّرا  ل

ْ ابوُا ِّينا ٱسۡتاجا واٱلَّه
 ينُفِّقُونا  

Artinya: ”dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka”. (Q.S. Asy-Syuraa (42):38).
6
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa transparasi anggaran adalah wajib, 

karena sangat berkaitan dengan sifat amanah. Kata “musyawarah” 

menjelaskan bahwa anggaran yang telah disusun harus dilaporkan dan 

diumumkan secara jelas dihadapan umum, anggaran bukan hanya demi 

kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu 

pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara 

hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

                                                           
4
 Korompot And Poputra, “Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014,” 841–48. 
5
  M. Munandar. Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja. 2000 

6
  Q.S. Asy-Syuraa (42):38 
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2. Fungsi Anggaran 

Keberhasilan perusahaan tidak mungkin tercapai jika tidak memiliki 

perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercermin pada sistem 

penganggaran yang baik dan terkoordinasi. Anggaran tidak hanya 

berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian.
7
 

Adapun tiga fungsi anggaran yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat 

koordinasi dan alat pengawasan.  

a. Sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja dan 

memberikan arah serta sekaligus memberikan tugas dan target-target 

yang harus dicapai oleh para karyawan dalam jangka waktu tertentu 

yang akan datang. 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat 

manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam 

perusahaan, agar saling menunjang, saling bekerja sama secara 

sinergis, dalam rangka menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin. 

c. Sebagai alat evaluasi (pengawasan) kerja. Anggaran berfungsi sebagai 

tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai kinerja para 

karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah 

dibebankan kepada mereka. Dengan membandingkan antara apa yang 

tertuang di dalam anggaran, dengan apa yang telah dicapai oleh 

realisasi kerja karyawan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah 

                                                           
7
 N. Garrison. Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat. 2007. 
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sukses bekerja, ataukah kurang sukses bekerja. Apakah perusahaan 

telah bekerja secara efisien, ataukah bekerja kurang efisien. Dari 

analisis perbandingan tersebut akan dapat diketahui pula sebab-sebab 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara anggaran dengan 

realisasinya. Dengan demikian dapat diketahui kelemahan-kelemahan 

dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan 

sangat berguna bagi manajemen untuk menyusun rencana-rencana atau 

kebijakan-kebijakan di waktu-waktu yang akan datang.
8
 

Anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan, karena 

keterbatasan suatu sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini 

adalah dana, sehingga diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam aspek mikro fungsi 

anggaran dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan organisasi dalam bentuk 

keuangan untuk periode tertentu. Anggaran sebagai alat perencanaan 

berisi estimasi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang 

akan dilakukan selama periode anggaran. Anggaran juga berisi rencana 

program dan kegiatan yang akan dilakukan organisasi beserta 

kebutuhan dana yang diperlukan dan target kinerja yang hendak 

dicapai. 

                                                           
8
 Ahmad Tomu And Angreyani, “Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan 

Pengendalian Pada Toko Phaleng Collection & Custom” (JURNAL ULET, 2021) vol. 5. h. 39-57. 
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Anggaran berfungsi untuk menyelaraskan perencanaan jangka 

panjang yang bersifat kualitatif, strategik dan nonkeuangan dengan 

perencanaan jangka pendek yang lebih bersifat kuantitatif, taktis-

opersional dan keuangan. Kecermatan, ketelitian, kelengkapan dan 

ketepatan dalam perencanaan anggaran sangat penting untuk mencapai 

keberhasilan organisasi. Sebaliknya kelemahan dalam perencanaan 

anggaran dapat menimbulkan masalah tahap pelaksanaan yang 

selanjutnya dapat mengakibatkan kegagalan organisasi mencapai visi, 

misi, tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan. 

b. Anggaran sebagai alat pengendalian 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen 

agar orang-orang dalam organisasi yang bertanggungjawab atas 

implementasi strategi, program, kegiatan dan anggaran bekerja sesuai 

dengan yang direncanakan dalam anggaran (on budget) dan tidak 

menyimpang dari anggaran (out of budgeting). Anggaran dapat 

digunakan untuk memantau tingkat capaian kinerja organisasi 

(realisasi) dengan target (anggaran) yang ditetapkan selama periode 

tertentu, misalnya bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. 

Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari 

terjadinya pemborosan anggaran, kebocoran dan korupsi anggaran, 

serta alokasi yang salah sasaran. 

Dalam organisasi sector publik, anggaran dapat digunakan untuk 

mengendalikan perilaku para pejabat publik dari tindakan yang 
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menyimpang dan menyalahgunakan anggaran negara. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 3 Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara: 

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia. 

 

Bagi pejabat Negara yang melakukan penyimpangan dan 

penyalahgunaan anggaran Negara akan dikenal sanski hukum, sanski 

administratif dan tuntutan ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 34 dan 35 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. 

c. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk 

mengkoordinasikan berbagai bagian organisasi dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

Koordinasi anggaran antar berbagai bagian dalam organisasi 

dimaksudkan untuk: 

1) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit kerja satu dengan 

lainnya sehingga dapat dihilangkan duplikasi program dan 

anggaran. 

2) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit-unit kerja dengan 

visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, target dan strategi organisasi 

yang dituangkan dalam perencanaan jangka panjang menengah dan 

jangka pendek yang sudah ditetapkan. 
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3) Mensinkronkan program kerja dan anggaran unit kerja dengan 

dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek unit kerja bersangkutan. 

Selain sebagai alat koordinasi, anggaran juga berfungsi sebagai 

alat komunikasi dalam organisasi antara atasan dan bawahan dan antar 

unit kerja. Komunikasi anggaran juga dilakukan antara eksekutif 

dengan legislatif sebagai pelaksanaan fungsi budget, legislasi dan 

pengawasan. 

d. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja. 

Organisasi atau manajer dinilai kinerjanya berdasarakan realisasi 

dengan target anggaran. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila 

realisasinya lebih besar dari pada anggarannya, karena anggaran 

pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus 

diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya 

tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja 

merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Selain 

kinerja pendapatan dan belanja, kinerja anggaran juga dapat dinilai 

dari realisasi surplus/deficit, pembiayaan serta sisa anggaran.
9
 

Sedangkan fungsi anggaran dalam manejemen terdiri dari lima 

fungsi yaitu sebagai berikut: 

                                                           
9
  Mahmudi. Akuntansi Sektor Publik. 2016: UII Press Yogyakarta.64-66. 
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a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan 

sebagai hasil dari perundingan antara anggota organisasi yang 

dominan, yang menunjukkan persetujuan organisasi mengenai tujuan-

tujuan operasi untuk masa depan. 

b. Anggaran merupakan blueprint bagi perusahaan untuk bertindak yang 

menggambarkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber 

daya dan menunjukkan bagaimana bagian organisasi diharapkan 

bekerja dalam mencapai keseluruhan tujuan perusahaan. 

c. Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang 

menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi. 

d. Anggaran berusaha mempengaruhi dan memotivasi manajer untuk 

bertindak efektif dan efisien. 

e. Anggaran sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen 

menunjukkan area dimana kekuatan dan kelemahan perusahaan.
10

 

 

3. Manfaat Anggaran 

Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi kerja kayawan. 

b. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana 

(menghindari pemborosan). 

c. Sebagai alat untuk menilai kinerja karyawan. 

d. Sebagai alat komunikasi internal antar tingkatan manajemen. 

                                                           
10

 Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salmba Empat. 
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e. Anggaran menyediakan informasi tentang perencanaan dan 

realisasinya.
11

 

 

B. Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan 

pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem Line Item Budgeting  yang 

menitik beratkan kepada Input bukan Output yang hendak dicapai dan kurang 

mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. 

Anggaran berbasis kinerja diterapkan karena semakin tingginya tuntutan 

masyarakat terhadap transparasi penganggaran belanja publik. 

Prinsip anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang 

menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang 

diinginkan (output dan outcome) sehinggga setiap rupiah yang dikeluarkan 

dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.
12

 

Pasal 7 Ayat (1) PP 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa anggaran 

berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan 

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diterapkan 

termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Anggaran berbasis 

kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan 

setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran 

dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dari 

                                                           
11

 Chorry Sulistyowati,et. al. Anggaran Perusahaan: Teori dan Praktika (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2020), halaman 5. 
12

 Bambang Sancoko, et. al. Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di 

Indonesia. (Depertemen Keuangan Republik indonesia, 2015), h.42. 
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keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja 

pada setiap unit kerja. 

Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam 

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 

efesiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil 

tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran 

berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efesiensi, efektivitas dan 

akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja sektor publik dengan 

output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga 

seluruh anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara 

transparasi kepada masyarakat luas.
13

 

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pengertian anggaran 

berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang 

didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.
14

 Pendekatan 

penyusunan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan 

yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja dalam pencapaian.
15

 

Elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis 

kinerja adalah: 

                                                           
13

 Abdul Halim dan T. Damayanti, Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan 

Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 3, 2007), h.37 
14

 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
15

  Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (yogyakarta: Andi, 2009),h. 53 



25 

 

 
 

1. Visi dan Misi. Merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam 

waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana 

visi tersebut akan dicapai. 

2. Tujuan. Merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan 

dalam RPJM nasional yang menunjukkan tahun yang harus dilalui dalam 

rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut 

menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal. 

3. Sasaran. Merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk 

mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran 

yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti 

spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu. 

4. Program. Merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi 

beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran output dan outcome. 

5. Kegiatan. Merupakan serangkaian pelayanan yang betujuan untuk 

menghasilkan output dan outcome untuk mencapai suatu program.
16

 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun 

laporan kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber 

daya yang digunakannya. Hal itu sejalan pula dengan agenda penguatan 

                                                           
16

 Yulia And Ningsih, “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based 

Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh,” Vol. 5. 
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pengawasan yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian kinerja 

utama instansi pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan 

efisiensi pencapaian kinerja.
17

 

 

C. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Penggunaan Anggaran 

Berbasis Kinerja 
 

Secara teoritis, kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang sangat 

penting dalam manajerial, karena kepemimpinan yang baik maka proses 

manajemen berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam 

melakukan tugasnya, faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat 

penting dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan kinerja, baik pada 

tingkat kelompok maupun dalam tingkat organisasi. Komitmen organisasi 

merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada 

suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. komitmen organisasi 

yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.
18

 

Reformasi administrasi perlu ditujukan pada penyempurnaan 

administrasi untuk mendukung pembangunan daerah. Penyempurnaan 

administrasi secara berkelanjutan berupa penyiapan instrument pengukuran 

anggaran berbasis kinerja secara terus menerus melalui penyempurnaan 

instrument pengukuran anggaran berbasis kinerja yang sudah ada yaitu standar 

pelayanan minimal, standar analisis belanja, target kinerja dan standar biaya 
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 “Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kota Metro Tahun 2022.” 
18

 Santrinita.Trh.Jumame, Herman karamoy dan Agus T Poputra. 2015. FaktorFaktor Yang 

Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di 

Pemerintah Kota Sorong. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Yogyakarta. Vol 2 No 2, H. 104.  
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merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyusunan APBD berbasis 

kinerja. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Pasal 100 Ayat (2) dan (3).
19

 

Sumber daya yang cukup yaitu upaya penyediaan sarana dan prasarana 

peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja sumber daya 

yang cukup disini adalah termasuk uang, waktu dan orang yang akan 

melakukan proses penganggaran berbasis kinerja. Ada dua elemen mendasar 

yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yaitu tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja.
20

 

Reward dan Punishment merupakan dua bentuk metode dalam 

memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan 

prestasinya dalam hal implementasi anggaran berbasis kinerja ini perlu dijaga 

konsistensi perencanaan dengan penganggaran dan pemberian reward dan 

punishment yang jelas bagi satuan kerja perangkat daerah.
21

 

 

D. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran adalah Laporan yang berisi tentang laporan 

informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang 

dibandingkan dengan anggarann. Melalui laporan realisasi anggaran dapat 

diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
20

 Santrinita.Trh.Jumame, Herman karamoy dan Agus T Poputra. 2015. FaktorFaktor Yang 

Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Di 

Pemerintah Kota Sorong., 104 
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mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian 

atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga 

memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber yang digunakan telah 

dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan 

anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
22

 Laporan realisasi anggaran adalah Rencana kegiatan keuangan 

yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber 

pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Berdasarkan 

definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah 

merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya 

ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.
23

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 laporan 

realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.  

Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas. 

struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum 

negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah 

lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun 
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 Dona And Lestari, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku,” 137. 
23

 Rudianto. (2009). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Grasindo. 



29 

 

 
 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

2. Belanja 

a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum 

negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. 

b. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

3. Transfer 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas 

pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan 

dana bagi hasil. 

4. Surplus atau Deficit 

Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara 

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. 

5. Pembiayaan (Financing) 

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
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yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24

 

 

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula 

kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan menghasilkan 

potensi-potensi yang optimal jika daerah mampu mengelola dengan baik. 

pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun sumber-sumber PAD 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157, 

yaitu: 

1. Hasil Pajak Daerah 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah 

disamping retribusi daerah. 

2. Hasil Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi 

daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat 

para ahli, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 

daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 
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daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dari pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu: 

a. Retribusi dipungut oleh daerah; 

b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

langsung dapat ditunjuk; 

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau 

menikmati jasa yang disediakan daerah. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui 

anggaran belanja dan dimaksudkan untuk dikuasai dan di 

pertanggungjawabkan sendiri. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Pendapatan bunga 

c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
25
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F. Value For Money 

Value for money adalah konsep pengukuran kinerja yang memberikan 

informasi terhadap anggaran atau dana yang segala unsurnya berbentuk satu 

kesatuan dari input, output, dan income. Pengukuran kinerja value for money 

adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, dan efektivitas 

suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja value for money 

memberikan informasi terhadap fungsi-fungsi akuntabilitas untuk mendorong 

tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungis akuntabilitas. Indikator 

kinerja memberikan manfaat kepada pihak internal maupun pihak eksternal 

dalam memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas 

publik sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam 

organisasi publik konsep value for money di dasarkan pada tiga elemen utama 

yaitu sebagai berikut: 

1. Ekonomi 

Ekonomi dinyatakan dalam satuan moneter yang dimana merupakan 

perbandingan input dengan input value. Ekonomi juga merupakan 

perolehan input dengan kualitas dan kuantitas untuk menentukan harga 

terendah, input dalam sumber daya alam digunakan untuk pelaksanaan 

kebijakan, program, maupun aktivitas. 

2. Efisiensi 

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input 

yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja value for money dalam efisiensi dibagi menjadi dua yaitu : 
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a. Efisiensi alokasi yaitu terkait dengan kemampuan untuk 

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. 

b. Efisiensi teknis atau manajerial yaitu terkait dengan kemampuan 

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. 

3. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu tingkat pencapaian dari hasil program 

dengan target yang telah ditetapkan yang pada dasarnya merupakan 

perbandingan dari outcome dan output. Rasio efektivitas adalah ukuran 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah 

berjalan dengan efektif.
26

 

Manfaat implementasi konsep value for money pada pemerintah 

yaitu: 

a. Meningkatkan efektifitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran.. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 

d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

e. Meningkatkan kesadaran akan ruang publik sebagai akar pelaksanaan 

akuntabilitas publik. 
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Secara garis besar pelaksanaan value for money pada dasarnya hemat 

cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien pada dasarnya 

berdaya guna dalam penggunaan sumber daya sedangkan efektivitas pada 

dasarnya berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
27
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan 

tertentu.
1
 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif, yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi.
 2

 Lokasi pada penelitian ini berada di Pemerintah 

Daerah Kota Metro tepatnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro yang beralamatkan di Jl. A.H 

Nasution No. 7 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro, Lampung. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian 

ini dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, 

mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau 

                                                           
1
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serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat 

sewajarnya.
3
 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
4
 

Berdasakan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan secara sistematis dan faktual bagaimana realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada DPMPTSP Kota 

Metro didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan 

dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. 

B. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian kualitatif ini terbagi menjadi dua macam 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dari sumber data tersebut 

bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang akan di jadikan sebagai 

bahan penelitian. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pelaku peristiwa 

itu sendiri, dengan pertanyaan yang bersifat umum yang bertujuan untuk 

mengungkap data.
5
 Informasi primer dalam penelitian ini didapat dari hasil 

                                                           
3
  Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 9. 

4
 Kountur, Metodologi Penelitian, 53.  

5
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 104. 
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wawancara secara langsung ke pegawai DPMPTSP Kota Metro. 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang 

relevan dengan topik penelitian. 

Penelitian ini peneliti menggambil teknik purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di anggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan.
6
 Berikut ini disajikan beberapa 

narasumber yang akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

Tabel 3.1  

Narasumber 

No Nama Jabatan 

1. Bapak Agus Purnomo, S.E Kepala Subbag Umum & Kepegawaian 

2. Bapak Kusno Fungsional Perencanaan & Keuangan 

3. Ibu Dra. Leny Herlina 
Koordinator Kegiatan Bidang Pelayanan dan 

Perizinan 

4. Bapak Antomy, S.T Koordinator Kegiatan Bidang Penanaman Modal 

5. Ibu Kori Auliana, S.IP 
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota 

Metro 

6. Ibu Ika Ariani Pejabat Penata Urusan Keuangan 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara, seperti lewat orang lain atau dokumen. 

Informasi data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari DPMPTSP 

Kota Metro. Berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2018 – 

2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target dan realisasi tahun 

2021 & 2022 serta Capaian PAD dari sektor perizinan berupa perizinan 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 219. 
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dan non perizinan di tahun 2016-2020 yang kemudian Informasi ini 

digunakan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan 

data.
7
 Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan.  

Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan obyektif 

dilokasi penelitian, hendaklah seorang peneliti menggunakan bermacam-

macam metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Metode wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

tertstruktur, yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan 

untuk mencari jawaban hipotesis. Oleh sebab itu pertanyaan disusun 

secara ketat. Wawancara terstruktur pada umumnya digunakan jika 

seluruh sampel penelitian dipandang memiliki kesempatan yang sama 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Keuntungan wawancara 

                                                           
7
  Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 137. 
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terstruktur ini adalah tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang 

memungkinkan adanya dusta bagi informan yang di wawancarai.
8
 

Pada teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti sasaran 

utama pada wawancara ini yaitu kepada bagian sekretariat dan kelompok 

jabatan fungsional pada DPMPTSP Kota Metro yang bertujuan untuk 

mendapatkan berupa data yang dijadikan untuk bahan dalam penelitian 

ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana mengumpulkan 

data dalam bentuk visual seperti buku, dokumen-dokumen, maupun 

jurnal. Secara pengetahuan dokumentasi juga diartikan sebagai 

pengumpulan dalam bentuk foto. 

Berdasarkan penjelasan tersebut metode dokumentasi ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data-data tentang sejarah singkat berdirinya 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, 

struktur kepengurusan dan visi misi DPMPTS Kota Metro, dan proses 

penginputan pada saat menyusun laporan realisasi anggaran. 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. 

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini 

                                                           
8
 Dr. Farida Nugrahani. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books. 2014.  
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adalah triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik yang lebih 

mengutamakan efektifitas hasil penelitian.
9
 

Ada beberapa triangulasi yang digunakan yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triagulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

mengecek data Laporan Keuangan yang telah disusun oleh DPMPTSP 

Kota Metro. yang diperoleh kemudian di cek kembali dengan sumber data 

lainya. Data yang telah di analisis ataupun di cek oleh peneliti akan 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triagulasi teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber pegawai DPMPTSP Kota Metro dengan 

teknik yang berbeda contohnya data diperoleh dengan  wawancara, lalu di 

cek dengan dokumentasi pada saat penginputan laporan keuangan, jika 

dari pengecekan tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau lainya untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisirkan data dalam katagori, menjabarkan kedalam 
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 M. Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 169. 
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unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain. 
10

 

Teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah analisis 

kualitatif lapangan yaitu analisis data yang berupa informasi, uraian dan 

bentuk prosa kemudian berkaitan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh 

gambaran baru ataupun suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang 

didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan didapat dari kegiatan 

wawancara yang dilakukan peneliti. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. Langkah-langkah analisis yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian diperoleh 

kesimpulan akhir dan di verifikasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 
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  Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 89. 
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digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks 

yang bersifat naratif. 

3. Kesimpulan (Consclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang  dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara pada pegawai DPMPTSP 

Kota Metro selanjutnya akan diolah menggunakan metode analisis 

kualitatif lapangan karena data yang diperoleh merupakan keterangan 

yang di analisa menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik 

kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

penalaran atau berfikir rasional yang berasal dari laporan realisasi 

anggaran dan sumber daya manusia yang berkontribusi dalam penyusunan 

laporan keuangan. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pemerintah Kota Metro yang berada di Provinsi Lampung diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sumber-sumber 

pendapatan daerah untuk kemajuan Kota Metro Lampung. Provinsi Lampung 

memiliki letak yang strategis yaitu sebagai gerbang pulau Sumatera dimana 

menjadi jalur penyaluran distribusi baik berupa hasil pertanian, peternakan 

dan perkebunan.  

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini 

Kota Metro memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP). Di Dinas ini masyarakat dapat mengurus berbagai 

perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah. 

Pemerintah Kota Metro saat ini sudah  membangun Mall Pelayanan 

Publik (MPP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan di 

dalam satu lokasi. Selain itu masyarakat diberi kesempatan mudah melakukan 

pelayanan perizinan dengan  melalui aplikasi Si Cantik, OSS Indonesia dan 

yang terbaru yaitu Nasi Ketan. 

1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro 

a. Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro 

“Kemudahan Berinvestasi dan Pelayanan Perizinan Yang Prima” 
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“Investasi” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal 

asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

“Pelayanan Perizinan” adalah kegiatan yang dilakukan 

pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat maupun 

kebutuhan dasar masyarakat dibidang perizinan yang merupakan 

pengendalian dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 

“Prima” dimaksudkan memenuhi standar kepuasan masyarakat 

yang meliputi transparan, efisien, efektif dan tepat waktu serta 

profesionalisme petugas perizinan dalam melaksanakan pelayanan 

dibidang perizinan. 

b. Misi yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota 

Metro 

Misi 1 : Memberikan Kemudahan Dan Transparansi Kepada 

Masyarakat. Peningkatan Minat Investasi sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan baik yang 

meyangkut tentang biaya hidup maupun proses penerbitan 

izin. 

Misi 2 : Menyederhanakan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan 

Perizinan dan Investasi.  Penyederhanaan prosedur dan 

mekanisme penerbitan izin merupakan faktor utama 
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terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan penanaman modal. Semua kendala yang 

berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan proses 

penerbitan izin akan terjawab manakala prosedur dan 

mekanisme perizinan dapat disederhanakan dan dipermudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian 

diharapkan diwujudkan peningkatan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan. 

Misi 3 : Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan 

perizinan dan penanaman modal. Peningkatan pelayanan 

perizinan tak terlepaskan dari penyediaan sarana dan 

prasarana pelayanan itu sendiri. Kemudahan dan 

kenyamanan proses pelayanan dan penerbitan izin serta 

pelayanan penanaman modal sangat bergantung dan 

fasilitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan 

operasioanal penerbitan perizinan. Hal inilah yang 

mendasari diharuskannya penyediaan sarana dan prasarana 

yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan 

pembangunan Kota Metro. 

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Melalui Pelayanan Perizinan dan 

Penanaman Modal. Peningkatan partisispasi masyarakat 
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dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan 

penanaman modal akan sangat membantu terwujudnya 

pembangunan Kota Metro sesuai dengan visi Kota Metro 

yang telah ditetapkan. Kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perizinan merupakan awal dari partisipasi dalam 

pembangunan. Secara sengaja atau atau tidak di sengaja 

kesadaran akan penting perizinan ini merupakan bentuk 

partisipasi masyarakat yang paling riil dalam menyokong 

mewujudkan visi Kota Metro. 

 

2. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro 

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 

bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi 

penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. 

Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Metro yaitu: 

a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu. 

b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan 

perizinan dan non perizinan secara terpadu. 
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c. Pembinaan pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan 

penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara 

terpadu. 

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan dibidang penanaman modal, 

pelayanan perzinan dan non perizinan secara terpadu. 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal, 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) 



48 

 

 
 

 
Gambar 4.1 

 Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro 

 

 

4. Tugas Pokok Masing-masing Bagian Pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

 

Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam 

menyelenggarakan urusan wajib bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro mempunyai fungsi: 

(1) Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal. Pelayanan 

perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu; 

(2) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan 

perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu; 

(3) Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan 

penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan 

secara terpadu; 

(4) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal 

pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu; 

(5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, 

pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan secara terpadu; dan 

(6) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Wali Kota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan 

pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan 

ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan keuangan 

dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta 

pengkoordinasian tugas-tugas bidang di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan 

kepegawaian; 

b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

c. Penatausahaan keuangan; 

d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, 

kerumahtanggaan, keprotokolan serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagai 

Berikut: 
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a. Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan 

kepegawaian; 

b. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat; 

c. Melaksanakan penatausahaan kearsipan; 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas; 

e. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan 

dan pemanfaatan aset dinas; 

f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 

g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian; 

h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian; 

i. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas urusan umum dan kepegawaian; 

k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan 

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, 
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evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan 

penjabaran tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, 

pelaporan dan penatausahaan keuangan; 

b. Melaksanakan penyusunan dokumen perjalanan dinas; 

c. Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang telah 

dilaksanakan; 

d. Melaksanakan pelaporan terhadap program kerja yang telah 

dilaksanakan; 

e. Melaksanakan penatausahaan keuangan; 

f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas urusan perencanaan dan keuangan; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan bidang instansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas; dan 

h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Koordiator Jf Dpmptsp Kota Metro 

Koordinator JF Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, 

Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Kelompok Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi 

dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas 

menyelenggarakan promosi, kerjasama, pengendalian pengawasan dan 
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pengembangan penanaman modal, dengan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi 

penanaman modal lingkup daerah; 

c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi 

penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan 

d. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Koordinator JF Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, 

Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 

mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari: 

a. Kelompok JF Substansi Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim/Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan kerjasama 

dan pengembangan iklim penanaman modal dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

1) Melakukan perencaan penanaman modal daerah; 

2) Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan 

pemberdayaan usaha; 

3) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Kelompok JF Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan rencana promosi terhadap penanaman modal dengan 

penjabaran tugas sebagai berikut: 

1) Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah; 

2) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah; 

3) Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada 

DPMPTSP Kota Metro 
 

Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang disusun secara 

metodis untuk dijalankan oleh manajemen selama periode waktu tertentu. 

Sebuah bisnis menggunakan anggaran sebagai alat untuk pengambilan 

keputusan. Sedangkan Anggaran berbasis kinerja (Performance Based 

Budgeting) merupakan pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem 

Line Item Budgeting  yang menitik beratkan kepada input bukan output 

yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan 

kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Anggaran berbasis kinerja 

diterapkan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap 

transparasi penganggaran belanja publik. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kori Auliana, S.IP Selaku 

sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro menerangkan terkait capaian dari indikator kinerja utama, 

target, strategi serta pemenuhan DPMPTSP Kota Metro dari target atau 

keinginan Wali Kota Metro yaitu: 

“Secara umum berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap sasaran 

strategis/indikator kinerja utama dan sasaran program itu kalau di 

simpulkan terkait kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota 

Metro itu sudah cukup baik. Nah untuk meningkatkan capaian 

kinerja strategi utama yang akan kita lakukan itu seperti optimalisasi 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) menuju MPP Digital 

dalam rangka mendorong peningkatan dalam indikator kinerja 

utama dari DPMPTSP Kota Metro”.
1
 

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada DPMPTSP Kota Metro menemukan beberapa temuan yang 

berkaitan dengan pertanyaan penelitian yakni bagaimana realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja. Realisasi Anggaran 

yang diterapkan DPMPTSP Kota Metro telah terjadi perubahan sesuai 

dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Agus 

Purnomo, S.E Selaku Kepala Subbag Umum & Kepegawaian, sebagai 

berikut: 

“DPMPTSP Kota Metro memiliki anggaran belanja yang sudah 

ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah pusat, namun jika 

anggaran belanja tidak terealisasi maka tahun anggaran yang akan 

datang kegiatan tersebut dievaluasi pelaksanaanya dan dialihkan 

ke kegiatan lain yang lebih diutamakan kegiatannya”.
2
 

                                                           
1
 Wawancara dengan Ibu Kori Auliana, S.IP Selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Metro, 

pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 10:15 WIB di Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Kota 

Metro. 
2
 Wawancara kepada Bapak Agus Purnomo, S.E selaku Kepala Subbag Umum & 

Kepegawaian, pada hari Jum’at 19 Mei 2023 Pukul 13:47 WIB di Aula Mal Pelayanan Publik 

Kota Metro. 
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Begitupun juga wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak 

Kusno Selaku Bagian Fungsional Perencanaan & Keuangan, bahwasanya 

beliau mengatakan: 

“DPMPTSP Kota Metro ini salah satu OPD yang terdapat di Kota 

Metro Lampung dan pastinya memiliki sebuah anggaran dari 

pemerintah pusat yang tentunya sudah disetujui. Lalu jika nyatanya 

dari sebuah anggaran yang didapat belum terealisasi maka di tahun 

yang akan datang tentunya kegiatan yang memiliki anggaran akan di 

evaluasi pelaksanaannya dan akan diutamakan ke kegiatan 

lainnya”.
3
 

 

Dalam penyusunan anggaran pada dasarnya DPMPTSP Kota Metro 

sudah menyajikan informasi seperti realisasi belanja, surplus, defisit dan 

menyusun laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya satu tahun 

sekali. Namun, jika dirujuk dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan 

bahwa PSAP No. 02 dalam laporan realisasi anggaran harus menyajikan 

beberapa pos-pos seperti pos pendapatan, belanja, transfer, penerimaan 

pembiayaan, pengeluaran, surplus/defisit, sedangkan dalam laporan 

realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Metro tidak menyajikan pos 

pendapatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika Ariani Selaku Pejabat 

Penata Urusan Keuangan, beliau mengatakan: 

“Ya memang pada DPMPTSP ini tidak menyajikan pos pendapatan 

pada laporan realisasi anggaran, karena untuk pos pendapatan 

seutuhnya disusun oleh BPKAD Kota Metro. Terus DPMPSTP 

Kota Metro juga tidak menyajikan pos-pos transfer ya karena 

DPMPTSP Kota Metro tidak melakukan transfer untuk tahun 

berjalan dan juga tidak menyajikan pembukuan mata uang asing 

                                                           
3
 Wawancara kepada Bapak Kusno Selaku Bagian Fungsional Perencanaan & Keuangan, 

pada hari Senin 26 Juni 2023 pukul 11:22 WIB di Ruangan Umum & Kepegawaian DPMPTSP 

Kota Metro. 
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dalam rupiah dikarenakan dalam penyusunan laporan realisasi 

anggaran tidak terjadi transaksi dalam mata uang asing”.
4
 

 

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan Ibu Dra. Leny Herlina 

Selaku Koordinator Kegiatan pada bidang pelayanan mengungkapkan 

bahwa: 

“Target dari IKU yang dibebankan si target capaiannya itu dari 

semua berkas yang masuk ke pelayanan, nah itu targetnya harus 

terealisasi dengan apa yang disampaikan ke bidang pelayanan. Lalu 

kebetulan pada bidang pelayanan untuk semua rencana yang sudah 

kita persiapkan setiap tahun ya alhamdulillah sudah terealisasi. Jadi 

memang untuk anggaran itu sendiri perlu di matangkan dahulu 

rencananya itu agar supaya satu tahun atau capaian akhirnya itu 

terealisasi semua. Nah kalau dampaknya jika anggaran tidak 

terealisasi secara efektif itu salah satunya mengakibatkan 

penurunannya performa kinerja dikarenakan minim nya kegiatan”.
5
 

 

Sama halnya dengan Ibu Dra. Leny Herlina, Koordinator Kegiatan 

pada bidang penanaman modal Bapak Antomy, S.T beliau berkata bahwa: 

“Dari bidang penanaman modal selama lima tahun ini alhamdulillah 

sudah tercapai target dari IKU. Salah satu upaya kita dalam 

mencapai target tersebut itu kita melakukan promosi tentang Kota 

Metro itu sendiri agar supaya menarik para investor. Lalu dampak 

jika anggaran tidak terealisasi pada bidang penanaman modal itu 

akan dijadikan evaluasi untuk tahun berikutnya atau bisa juga 

anggaran yang belum bisa di manfaatkan itu di pindah ke bidang 

yang lain”.
6
 

 

Berikut ini disajikan tabel realisasi capaian dari Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Metro untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022. 

                                                           
4
 Wawancara kepada Bu Ika Ariani Handayani selaku Staff Pejabat Penata Urusan 

Keuangan pada hari Rabu 12 April 2023 pukul 09:55 WIB di Ruangan Umum & Kepegawaian 

DPMPTSP Kota Metro. 
5
 Wawancara dengan Ibu Dra. Leny Herlina selaku Koordinator Kegiatan Bidang 

Pelayanan, pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 11:50 WIB di Ruangan Bidang Pelayanan 

DPMPTSP Kota Metro. 
6
 Wawancara dengan Bapak Antomy, S.T selaku Koordinator Kegiatan Bidang Penanaman 

Modal, pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 13:27 WIB di Ruangan Bidang Penanaman 

Modal DPMPTSP Kota Metro. 



58 

 

 
 

Tabel. 4.1  

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 

No Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Kinerja Realisasi % 

1. Meningkatnya 

realisasi 

investasi  

Realisasi 

Nilai 

Investasi  

Rp 120 Miliar Rp 237,37 Miliar 197,80 

2. Meningkatnya 

rasio daya serap 

tenaga kerja 

Rasio daya 

serap tenaga 

kerja 

50 4,03 8,06 

3. Meningkatnya 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
88,86 84,77 95,40 

Sumber: Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro 

Tabel. 4.2  

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP  

Kota Metro Tahun 2021 

No. Uraian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % 

1. 

Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal 

(Penetapan pemberian 

fasilitas/insentif di bidang 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota) 

Rp  123.224.200 Rp   115.873.100 94,03 

2. 

Program Pengelolaan Data 

dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

(Pengelolaan data dan 

informasi perizinan dan non 

perizinan yang terintegritas 

pada tingkat daerah 

Kabupaten/Kota) 

Rp    46.492.100 Rp     45.675.600 98,24 

3. 

Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

(Pelayanan perizinan secara 

terpadu satu pintu di bidang 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota) 

Rp  355.791.000 Rp   348.299.470 97,89 

Sumber: Rencana Kerja DPMPTSP Kota Metro 
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2. Realisasi Nilai Investasi Tahun 2021 

Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada urusan 

penanaman modal maka peningkatan realisasi investasi merupakan tolak 

ukur keberhasilan penyelenggaraan penanaman modal. Peningkatan 

realisasi investasi merupakan salah satu komponen yang cukup penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Pencapaian target 

kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” diukur 

dengan Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi. Realisasi capaian 

kinerja atas target kinerja Realisasi Penanaman Modal tercapai 197,80% 

dengan capaian nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 237.370.000.000 dari 

target Rp 120.000.000.000. Adanya kenaikan capaian kinerja realisasi 

investasi ini didorong oleh adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk 

mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha 

Terintegrasi/Online Single Submission RBA (Rencana Bisnis dan 

Anggaran) sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi investasi 

yang terintegritas dengan pusat serta telah ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pendukung 

tentang perizinan berusaha yang tujuan utamanya adalah menciptakan 

iklim berusaha dan investasi yang  berkualitas bagi para pelaku bisnis, 

termasuk UMKM dan investor asing berdampak secara tidak langsung 

dalam meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro. Pencapaian 

kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penetapan 
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pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi 

kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan 

Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 115.873.100,- dari pagu anggaran sebesar Rp 123.224.200,- atau 

terealisasi sebesar 94,03%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja 

sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

pencapaian sasaran tersebut sebesar 5,97%. 

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Realisasi Nilai 

Investasi yaitu: 

a. Masih terdapat potensi investasi yang tumpang tindih dalam sistem 

Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data 

investasi per KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 

setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi validitas data realisasi 

investasi. 

b. Masih kurangnya ketersediaan lahan bagi calon investor untuk 

membuka usaha dengan skala menengah dan besar di Kota Metro. 

 

Faktor-faktor pendorong Realisasi Nilai Investasi yaitu: 

a. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single 

Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi 

investasi yang terintegritasi. 
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b. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha 

yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan 

investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM 

dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam 

meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro. 

 

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2021 

Pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program 

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang 

dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan daya dan informasi 

perizinan dan non perizinan yang terintegritasi pada tingkat daerah 

Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Rasio Daya 

Serap Tenaga kerja hanya tercapai 8,06% dengan kinerja rasio daya serap 

tenaga kerja sebesar 1:4,03 dari target 1:50. Sangat rendahnya capaian 

kinerja tersebut dikarenakan terdapat kesalahan dalam menentukan target 

kinerja yang disebabkan indikator kinerja Rasio Daya Serap Tenaga 

Kinerja baru dijadikan salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada 

Rencana Strategis 2021-2026 dan kurangnya data yang valid terkait 

dengan tenaga kerja terserap. Berdasarkan hasil capaian tersebut, maka 

akan dilakukan revisi terkait target capaian tersebut melalui revisi Renstra 

DPMPTSP Kota Metro 2021-2026. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 45.675.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp 46.492.100,- atau 



62 

 

 
 

terealisaasi sebesar 98,24%. Penggunaan anggaran guna pencapaian 

kinerja sasaran tersebut adanya efisiensi penggunaan sumber daya sumber 

daya sebesar 1,76%. 

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Rasio Daya Serap 

Tenaga Kerja yaitu: 

a. Kesulitan untuk mendapatkan data valid jumlah tenaga kerja yang 

terdaftar secara resmi dalam setiap usaha yang telah didaftarkan pada 

OSS pada OPD yang mengampu urusan ketenagakerjaan. 

b. Masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih 

dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan 

oleh data tenaga kerja per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang 

mempengaruhi validitas data tenaga kerja. 

 

Faktor-faktor pendorong Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu: 

a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi payung 

hukum bagi DPMPTSP Kota Metro dalam menyelenggarakan 

pelayanan di bidang penanaman modal. 

b. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single 

Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi 

investasi yang terintegritasi. 
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4. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 

Pada tahun 2021 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan 

Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 400 orang pengguna 

layanan. Realisasi capaian kinerja atas target Indeks Kepuasan Masyarakat 

pada tahun 2021 tercapai 95,40% dengan capaian nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat sebesar 84,77 dengan kriteria Baik dari target nilai IKM 88,86.  

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Indeks Kepuasan 

Masyarakat yaitu: 

a. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai. 

b. Masih terdapat kendala teknis dalam pengisian Survey Kepuasan 

Masyarakat secara elektronik. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen 

pengurusan izin sehingga pelayanan masih dianggap sulit. 

 

Faktor-faktor pendorong Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu: 

a. Adanya layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami 

kesulitan dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA. 

b. Adanya layanan pengaduan melalui berbagai sarana baik secara 

manual dan elektronik yang menjadi wadah untuk menampung segala 

keluhan dan masukan pengguna layanan dalam memperoleh layanan. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 348.299.470 dari pagu anggaran sebesar Rp 355.791.000 atau 

terealisasi sebesar 97,89%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja 
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sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 

2,11%. 

Tabel. 4.3   

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 

No Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target 

Kinerja 
Realisasi % 

1. Meningkatnya 

realisasi 

investasi  

Realisasi 

Nilai 

Investasi  

Rp 125 

Miliar 

Rp 247,10 

Miliar 
197,68 

2. Meningkatnya 

rasio daya 

serap tenaga 

kerja 

Rasio daya 

serap tenaga 

kerja 
50 20,32 40,42 

3. Meningkatnya 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
89,06 89,26 100,22 

Sumber: Rencana Strategis DPMPTSP Kota Metro. 

Tabel. 4.4  

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP  

Kota Metro Tahun 2022 

No. 
Uraian 

Program/Kegiatan 
Anggaran Realisasi % 

1. 

Program 

Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal 

(Penetapan pemberian 

fasilitas/insentif di 

bidang penanaman 

modal yang menjadi 

kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Pembuatan peta potensi 

investasi 

Kabupaten/Kota) 

Rp  335.019.500 Rp   296.398.853 88,47 

2. 

Program Pengelolaan 

Data dan Sistem 

Informasi Penanaman 

Modal (Pengelolaan 

data dan informasi 

Rp    50.734.800 Rp     49.548.506 97,66 
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perizinan dan non 

perizinan yang 

terintegritas pada 

tingkat daerah 

Kabupaten/Kota) 

3. 

Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

(Pelayanan perizinan 

secara terpadu satu 

pintu di bidang 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten/Kota) 

Rp  350.071.000 Rp   348.558.150 99,57 

Sumber: Rencana Kerja DPMPTSP Kota Metro 

 

5. Realisasi Nilai Investasi Tahun 2022 

Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada urusan 

penanaman modal maka peningkatan realisasi investasi merupakan tolok 

ukur keberhasilan penyelenggaraan penanaman modal. Peningkatan 

realisasi investasi merupakan salah satu komponen yang cukup penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Pencapaian target 

kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi” diukur 

dengan Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi. Realisasi capaian 

kinerja atas target kinerja Realisasi Penanaman Modal tercapai 197.68% 

dengan capaian nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp 247.100.000.000 dari 

target Rp 125.000.000.000. Adanya kenaikan capaian kinerja realisasi 

investasi ini di dorong oleh adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk 

mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha 

Terintegritas/Online Single Submission RBA sehingga dapat memudahkan 

perolehan data realisasi investasi yang terintegritas dengan pusat serta 
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telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha dan investasi 

yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor 

asing berdampak secara tidak langsung dalam meningkatkan capaian 

realisasi investasi di Kota Metro. Pencapaian kinerja ini didukung oleh 

pelaksanaan program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang 

dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu: 

a. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman 

modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan Sub 

Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 

b. Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 296.398.853,- dari pagu anggaran sebesar Rp 335.019.500,- atau 

terealisasi sebear 88,47%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja 

sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

pencapaian sasaran tersebut sebesar 11,53%. 

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Realisasi Nilai 

Investasi yaitu: 

a. Masih terdapat potensi investasi yang tumpang tindih dalam sistem 

Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan oleh data 

investasi per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang mempengaruhi 

validitas data realisasi investasi. 
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b. Masih kurangnya ketersediaan lahan bagi calon investor untuk 

membuka usaha dengan skala menengah dan besar di Kota Metro. 

 

Faktor-faktor pendorong Realisasi Nilai Investasi yaitu: 

a. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single 

Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi 

investasi yang terintegritasi. 

b. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja serta peraturan pendukung tentang perizinan berusaha 

yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan 

investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM 

dan investor asing berdampak secara tidak langsung dalam 

meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Metro. 

 

6. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2022 

Pencapaian kinerja ini di dukung oleh pelaksanaan Program 

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang 

dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan daya dan informasi perizinan 

dan non perizinan yang terintegritasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. 

Realisasi capaian kinerja atas target kinerja Rasio Daya Serap Tenaga 

kerja hanya tercapai 40,42% dengan kinerja rasio daya serap tenaga kerja 

sebesar 1:20,2 dari target 1:50. Masih rendahnya capaian kinerja tersebut 

dikarenakan masih belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan 



68 

 

 
 

penanaman modal oleh pelaku usaha melalui LKPM (Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal) sehingga berdampak pada ketersediaan data serapan 

tenaga kerja. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 49.548.506,- dari pagu anggaran sebesar Rp 50.734.800,- atau 

terealisasi sebesar 97,66%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja 

sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 

2,34%.  

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Rasio Daya Serap 

Tenaga Kerja yaitu: 

a. Masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih 

dalam sistem Online Single Submission (OSS) RBA yang disebabkan 

oleh data tenaga kerja per KBLI setiap 1 (satu) perusahaan yang 

mempengaruhi validitas data tenaga kerja. 

b. Masih kurangnya kesadaran investor/pelaku usaha dalam membuat 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga sulit dalam 

mendapatkan realisasi serapan tenaga kerja. 

 

Faktor-fakor pendorong Rasio Daya Serap Tenaga Kerja yaitu: 

a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menjadi payung 

hukum bagi DPMPTSP Kota Metro dalam menyelenggarakan 

pelayanan di bidang penanaman modal. 
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b. Adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas/Online Single 

Submission RBA sehingga dapat memudahkan perolehan data realisasi 

investasi yang terintegritasi. 

 

7. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 

Pada tahun 2022 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan 

Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 400 orang pengguna 

layanan. Realisasi capaian kinerja atas target Indeks Kepuasan Masyarakat 

pada tahun 2022 tercapai 100,22% dengan capaian nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat sebesar 89,26 dengan kriteria Baik dari target nilai IKM 89,06. 

Realisasi anggaran guna pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 

Rp 348.558.150,- dari pagu anggaran sebesar Rp 350.071.000,- atau 

terealisasi sebesar 99,57%. Penggunaan anggaran guna pencapaian kinerja 

sasaran tersebut terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 

0,43%. 

Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Indeks Kepuasan 

Masyarakat yaitu: 

a. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai. 

b. Masih terdapat kendala teknis dalam pengisian Survey Kepuasan 

Masyarakat secara elektronik. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen 

pengurusan izin sehingga pelayanan masih dianggap sulit. 
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Faktor-faktor pendorong Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu: 

a. Adanya layanan pendampingan bagi pelaku usaha khususnya UMKM 

dalam mendaftarkan usahanya melalui program SILATURAHMI 

(Sistem Layanan Turun Kelurahan Menjemput Izin). 

b. Adanya layanan pengaduan melalui berbagai sarana baik secara 

manual dan elektronik yang menjadi wadah untuk menampung segala 

keluhan dan masukan pengguna layanan dalam memperoleh layanan di 

DPMPTSP Kota Metro. 

 

C. Analisis Penelitian 

Dalam penelitian ini, sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan 

salah satu penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil kerja. Dimana 

sistem ini digunakan untuk mengaitkan langsung antara masukan (input) 

dengan keluaran (output) dan hasil yang ditentukan dengan penekanan 

terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Anggaran 

yang disusun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro berdasarkan pada perencanaan kinerja yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada program kegiatan yang akan 

dilakukan dengan menentukan indikator yang ingin dicapai. Anggaran 

berbasis kinerja difokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Hal ini dilakukan guna menganalisis 

anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja apakah telah dilakukan 

secara efisien dan efektif. 
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Berdasarkan konsep Value For Money yang sudah dijelaskan pada 

landasan teori terdapat tiga elemen utama yang dapat digunakan sebagai 

analisis peneliti yaitu: 

1. Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam struktur laporan realisasi 

anggarannya tidak terdapat pos pendapatan. Hal itu dikarenakan 

pendapatan asli daerah yang meliputi sektor perizinan langsung dikelola 

oleh BPKAD Kota Metro. Meskipun demikian, kinerja dari DPMPTSP 

Kota Metro sudah baik dengan membantu BPKAD Kota Metro dalam 

menerbitkan perizinan dan non perizinan serta merealisasikan retribusi 

dari pendapatan asli daerah Kota Metro sebagimana pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5  

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Telah diterbitkan dan  

Realisasi PAD dari Sektor Perizinan Dinas Penanaman Modal  

dan PTSP Kota Metro Tahun 2016-2020 

No. Tahun 
Jumlah 

Izin 
Target Retribusi Realisasi Retribusi % 

1. 2016 3.818 Rp    1.741.000.000 Rp       2.748.087.209 151,37 

2. 2017 3.624 Rp    2.429.200.000 Rp       2.435.562.341 107,75 

3. 2018 1.795 Rp    1.901.500.000 Rp       1.572.434.725 82,69 

4. 2019 898 Rp    1.900.000.000 Rp          989.679.772 52,09 

5. 2020 658 Rp    1.900.000.000 Rp       1.989.269.009 102,01 

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro 

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui data perizinan dan non 

perizinan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Yang mana pada tahun 

2016 data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 3.624 

dengan target retribusi daerah Kota Metro sebesar Rp 1.741.000.000 dan 

telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.748.087.209 dengan persentase 
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mencapai 151,37%. Pada tahun 2017 data jumlah izin yang masuk ke 

dalam DPMPTSP sebanyak 3.624 dengan target retribusi sebesar Rp 

2.429.200.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.435.562.341 

dengan persentase mencapai 107,75%. Pada tahun 2018 data jumlah izin 

yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 1.795 dengan target retribusi 

sebesar Rp 1.901.500.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 

1.572.434.725 dengan persentase mencapai 82,69%. Pada tahun 2019 data 

jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 898 dengan target 

retribusi sebesar Rp 1.900.000.000 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 

989.679.772 dengan persentase mencapai 52,09%. Dan pada tahun 2020 

data jumlah izin yang masuk ke dalam DPMPTSP sebanyak 658 dengan 

target retribusi sebesar Rp 1.900.000.000 dan telah tercapai realisasi 

sebesar Rp 1.989.269.009 dengan persentase mencapai 102,01%. 

Selain itu, anggaran yang telah didapatkan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro digunakan 

sepenuhnya untuk belanja operasi dan belanja modal yang rinciannya 

terdapat pada struktur Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian 

dalam anggaran yang sudah di targetkan masih terdapat surplus dari tahun 

ke tahun.                   

2. Efisiensi 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis bahwa 

pengukuran kinerja value for money pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sudah berjalan dengan efisien 
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berdasarkan laporan realisasi anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 

2022 ini ditunjukkan penggunaan input  terendah untuk mencapai output 

tertentu, yang dapat dilihat dari belanja operasi dan belanja modal pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 

Uraian Struktur Laporan Realisasi Anggaran 

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) % 

TAHUN 2018 

1. 

BELANJA OPERASI 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

 

Rp    3.872.142.555 

Rp    1.330.697.750 

 

Rp    3.411.732.752 

Rp    1.283.899.234 

 

Rp        (460.418.803) 

Rp          (46.798.507) 

 

88 

96 

 

2. 

BELANJA MODAL 

- Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

 

Rp       247.594.350 

 

Rp       247.594.350 

 

Rp                       0,00 

 

100 

TAHUN 2019 

1. 

BELANJA OPERASI 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

 

Rp    4.905.586.455 

Rp    1.383.079.600 

 

Rp    3.744.482.358 

Rp    1.334.159.481 

 

Rp     (1.161.104.097) 

Rp          (48.920.119) 

 

76 

96 

 

2. 

BELANJA MODAL 

- Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

 

Rp       411.761.600 

 

Rp       407.872.400 

 

Rp            (3.889.200) 

 

99 

TAHUN 2020 

1. 

BELANJA OPERASI 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

 

Rp    4.840.726.186 

Rp       868.576.670 

 

Rp    3.973.144.007 

Rp       759.573.772 

 

Rp        (867.582.179) 

Rp        (109.002.898) 

 

82 

87 

 

2. 

BELANJA MODAL 

- Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

 

Rp       160.489.700 

 

Rp       160.489.700 

 

Rp                       0,00 

 

100 

TAHUN 2021 

1. 

BELANJA OPERASI 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

 

Rp    3.689.861.186 

Rp    1.799.755.470 

 

Rp    3.331.607.782 

Rp    1.666.477.054    

 

Rp        (358.253.404) 

Rp        (133.278.416) 

 

90 

92 

 



74 

 

 
 

2. 

BELANJA MODAL 

- Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

 

Rp       134.037.000 

 

Rp       131.062.000 

 

Rp            (2.975.000) 

 

97 

TAHUN 2022 

1. 

BELANJA OPERASI 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang 

dan Jasa 

 

Rp    3.005.255.469 

Rp    2.139.376.644 

 

Rp    2.911.909.238 

Rp    1.986.854.122    

 

Rp          (93.346.231) 

Rp        (152.522.522) 

 

96 

92 

 

2. 

BELANJA MODAL 

- Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

- Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 

 

Rp       783.324.800 

 

 

Rp         62.500.000 

 

Rp       782.064.880 

 

 

Rp         62.437.500 

 

Rp            (1.259.920) 

 

 

Rp                 (62.500) 

 

99 

 

 

99 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Metro 

Berdasarkan tabel uraian dari Laporan Realisasi Anggaran 

DPMPTSP Kota Metro di atas, hasil kinerja dari pada resapan anggaran 

sudah di keluarkan untuk keperluan tertentu atau sudah di realisasikan 

untuk keperluan tertentu yang mana sudah berjalan dengan efisien dengan 

persentase resapan anggarannya sudah baik dari tahun ke tahun, meskipun 

masih terdapat beberapa sisa anggaran yang masih belum bisa di 

manfaatkan atau di maksimalkan. 

3. Efektivitas 

Berdasarkan pada hasil penelitian, dalam efektivitas capaian kinerja 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro sudah efektif. Dapat dilihat pada tabel perbandingan dibawah ini. 
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Tabel. 4.7  

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja 

 Tahun 2021 dan Tahun 2022 

No. 
Indikator 

Kinerja 

Target Kinerja Realisasi % 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1. 

Realisasi 

Nilai 

Investasi 

Rp 120 

Miliar 

Rp 125 

Miliar 

Rp 237,37 

Miliar 

Rp 247,10 

Miliar 
197,80 197,68 

2. 

Rasio daya 

serap tenaga 

kerja 

50 50 4,03 20,32 8,06 40,42 

3. 
Indeks 

Kepuasan 
88,86 89,06 84,77 89,26 95,40 100,22 

Sumber: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 & 2022 

Pada tabel 4.7 diatas dapat kita lihat Perbandingan Realisasi 

Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2021 & 2022. Yang mana pada 

indikator kinerja realisasi nilai investasi pada tahun 2021 dan 2022 sudah 

mencapai target bahkan mengalami peningkatan. Sedangkan pada 

indikator kinerja rasio daya serap tenaga kerja baik di tahun 2021 maupun 

di tahun 2022 sangat disayangkan tidak mencapai dari target kinerja. Hal 

tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dari tidak 

tercapainya indikator tersebut, salah satu faktor penghambatnya yaitu 

masih terdapat potensi data jumlah tenaga kerja yang tumpang tindih 

dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang disebabkan oleh data 

tenaga kerja per KBLI setiap satu tahun perusahaan yang mempengaruhi 

validitas tenaga kerja. Dan yang terakhir pada indikator kinerja indeks 

kepuasan masyarakat di tahun 2021 masih belum mencapai target, namun 

pada tahun 2022 sudah mencapai target bahkan melebihi dari pada yang 

sudah ditargetkan. Dengan demikian perbandingan realisasi capaian 

indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 sudah efektif meskipun masih 
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terdapat faktor yang menghambat tidak tercapainya target kinerja dari 

salah satu indikator kinerja tersebut. 

Sedangkan dalam efektivitas penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro juga sudah efektif. Namun masih terdapat 

keterlambatan dalam sistem perencanaan yang mana dapat berpengaruh 

terhadap efisiensi serta efektivitas serapan anggaran yang mana serapan 

anggaran itu sendiri menjadi tidak maksimal atau tidak dapat di serap 

secara penuh (surplus). Imbas dari serapan anggaran yang tidak signifikan 

atau tidak terserap secara penuh itu sendiri dapat mempengaruhi 

penurunan performa dari berbagai aspek yang ada di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

Secara garis besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro sendiri tidak memiliki pendapatan dari segi manapun. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro hanya 

mengelola PAD dari sektor perizinan saja, dan untuk pendapatan dari PAD itu 

sendiri langsung di kelola oleh BPKAD Kota Metro. Tingkat capaian efisiensi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sudah efisien. Lalu 

untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja yang terealisasi 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 

maupun kualitas kinerja sudah diterapkan secara efektif namun belum efisien.  

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan value pada program yang ada di indikator kinerja agar 

dapat berdampak baik pada PAD Kota Metro. 

2. Mempertahankan tingkat efektifitasnya berdasarkan anggaran berbasis 

kinerja sesuai pada kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. 
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